BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang

Mengingat

PERTURAN DERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 09 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

BUPATI PROBOLINGGO

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan
Mengenai Desa, maka untuk mewujudkan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang demokratis, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Pembentukan Badan Perwakilan
Desa. |

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan F'mpirisi Jawa Timur ;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah ;

3. Undang-Undang Momor 25 Tahun 1998 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; i

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tertang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemgrfntah dan Kewenéangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom ;
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6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan
Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ; |

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001
tentang Tata Cara Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

Dengan Persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

. Daerah, adalah Kabupaten Probalinggo ;

. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;

. Unsur Pemerintah Daerah, adalah Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif
Daerah;

. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
Probolinggo ; |

Camat, adalah Kepala Kecamatan ;

. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut {)esa.éadalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di daerah kabupaten;

. Pemerintahan Desa, adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Perwakilan Desa;



Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa,;

Kepala Desa, adalah Kepala Desa yang bersangkutan di Daerah ; ;

. Perangkat Desa, adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Kepalé Dusun ;
Dusun, adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja
pelaksanaan Pemerintahan Desa ;

. Rapat Dusun, adalah kegiatan rapat di desa yang dihadiri RT, RW, pengurus Lembaga
Kemasyarakatan, aparatur desa dan tokoh masyarakat yang ada di Dusun setempat
sesuai kebutuhan ;

. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah sebagai lembaga
legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, dan Keputusan
Kepala Desa ; ;

. Pemuka-pemuka Masyarakat, adalah pemuka/tokoh dari kateangaﬁ adat, agama,
organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka Iainnyaéyang bertempat
tinggal di desa yang bersangkutan dengan memperhatikan kepuiusan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

. Peraturan Desa, adalah kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD ; _

. Keputusan BPD, adalah produk hukum yang dibuat oleh BPD berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan tugas-tugas BPD ;

. Rapat Desa, adalah kegiatan rapat di desa yang dilaksanakan oleh RT, RW, pengurus
lembaga kemasyarakatan, aparat Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat setempat ;

. Panitia Pemilihan Anggota BPD yang selanjutnya disebut sebagai Panitia Pemilihan,
adalah panitia yang melaksanakan proses pemilihan anggota BPD ;

Penjaringan, adalah suatu kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan untuk
memberitahukan kepada masyarakat mengenai adanya proses pemilih:an Anggota BPD
agar warga masyarakat mau mendaftarkan diri ;

. Penyaringan, adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan berupa
penelitian berkas administrasi ;

. Kampanye, adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Anggota BPD dan atau
pendukungnya untuk mendapatkan simpati pemilih |

. Pemilih, adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia dan telah
memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya ;

. Hak Pilih, adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikeip pilihannya.
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BAB Il
PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD
Pasal 2
Tiga bulan sebelum berakhirnya masa bakti BPD, BPD membentuk Panitia Pemilihan
yang ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pengurus
Lembaga Kemasyarakatan Desa, unsur Tokoh Masyarakat serta F?erangkat Desa
sesuai kebutuhan yang susunannya terdiri dari :
Ketua, merangkap anggota;
Wakil Ketua, merangkap anggota;
Sekretaris, merangkap anggota;

a

b

¢

d. Wakil Sekretaris, merangkap anggota;

e. Bendahara, merangkap anggota;

f.  Woakil Bendahara, merangkap anggota,;

g. Anggota yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan

Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau

melalui mekanisme pemilihan.

Pasal 3

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :

a. Menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD; |

b. Melakukan penjaringan dan penyaringan ;

c. Melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon; :

d. Mengajukan Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi syarat kebada BPD untuk
ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD ;

e. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan mengesahkan daftar pemilih sementara
menjadi daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ;

f.  Menentukan bentuk, tata cara dan teknis pelaksanaan kegiatan kémpanye ;

g. Melaksanakan pemilihan anggota BPD;

h. Membuat dan menandatangani Berita Acara dalam setiap tahap proses pemilihan
Anggota BPD ;

i. Mengajukan besamya biaya pemilihan Anggota BPD kepada BPD ;

j. Membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksangaan pémilihan Anggota
BPD kepada BPD.

Panitia Pemilihan dan Anggota Panitia Pemilihan yang terﬁukti melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses pemilihan Anggota BPD
dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku :
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(3) Hasil pelaksanaan pemilihan Anggota BPD tidak dapat dibatalkan, kecuali Panitia
Pemilihan terbukti secara sah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mendapatfkan Keputusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. |

Pasal 4
Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD

Pasal 5 .

(1) Apabila di antara Anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebégai Bakal Calon
Anggota BPD atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh unsur sebagaimana
diatur dalam pasal 2 ayat (2) ; |

(2) Perubahan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan BPD ;

(3) Apabila Ketua BPD dan/atau Wakil Ketua BPD mencalonkan diri sebagai Bakal Calon
Anggota BPD, maka penandatanganan Keputusan BPD dideleéasikan kepada
Anggota BPD yang ditunjuk dengan Keputusan BPD. '

BAB llI
HAK MEMILIH DAN DIPILIH
Pasal 6 :
Yang dapat memilih dalam pemilihan Anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara
Republik Indonesia yang :
a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekiurang-kurangnya
6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin ;
¢. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap ; |
d. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya.

Pasal 7
(1) Yang dapat dipilih menjadi Anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara
Republik Indonesia yang :
a. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal | di desa yang
bersangkutan ;
b. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
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Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam Ekegiatan yang
mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G 30S/PKI
dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;

Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tirgkat Pertama atau
berpengetahuan sederajat ;

Apabila tidak terdapat calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada
huruf e, maka calon harus bisa membaca, menulis dan cakap tanpa diragukan
kemampuannya ; '

Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun ;

Sehat jasmani dan rohani ;

Nyata-nyata tidak terganggu jiwalingatannya ;

Berkelakuan baik, jujur dan adil ;

Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana pada 5 (lima)
tahun terakhir sejak dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara ; |

Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yéng mempunyai
kekuatan hukum tetap ;

Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa se1:empét :

Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

Pegawai Negeri Sipil dapat mencalonkan diri dan dipilih sebagai Anggota BPD

disamping memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus

memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang ; |
Anggota TNI/POLRI dapat mencalonkan diri dan dipilih sebagai Anggota BPD

disamping memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayaft (1), juga harus

mengikuti ketentuan yang berlaku dilingkungan instansi induknya.

Pasal 8

( 1) Dalam pemilihan Anggota BPD, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai

calon yang berhak dipilih wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepaﬁa siapapun dan

dengan alasan apapun ;

( 2) Dalam hal calon yang berhak dipilih mengundurkan din secara tertulis, maka urutan

calon berikutnya menggantikan posisi calon dimaksud.

BAB IV
JUMLAH ANGGOTA BPD
Pasal 9

Jumlah Anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yarpg bersangkutan,

dengan ketentuan :

a.

Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 (lima) orang anggota ;
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1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota ;
2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 (sembilan) orang anggota ;
2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 (sebelas) orang anggota ;
Lebih dari 3000 jiwa, 13 (tiga belas) orang.

P a o o

BABV
PENCALONAN ANGGOTA BFD
Pasal 10

( 1) Pencalonan Anggota BPD diajukan oleh masing-masing Dusun kepada Panitia
Pemilihan melalui Rapat Dusun ;

( 2) Jumlah Calon Anggota BPD yang dibutuhkan oleh masing-masing Dusun ditentukan
oleh Panitia Pemilihan berdasar jumiah penduduk Dusunnya ; _

( 3) Jumlah Calon Anggota BPD yang diusulkan oleh masing-masing Dusun paling sedikit
2 (dua) kali dan paling banyak 3 (tiga) kali yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2).

Pasal 11

(1) Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran dan seleksi persyaratan Calon Anggota
BPD yang diusulkan, sesuai dengan persyaratan sebagaimana ciimaksud dalam
Pasal 7 : _

( 2) Hasil pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat Q1) dibuat dalam
daftar urut Calon Anggota BPD dan diumumkan kepada masyarakat dalam waktu
yang cukup.

Pasal 12

Pemilihan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diusulkan

oleh Panitia Pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Anbgota BPD yang

berhak dipilih.
Pasal 13 .

BPD berdasarkan usulan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud i:‘.alam Pasal 12

segera menetapkan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Anggota BPD yang berhak

dipilih.
Pasal 14

Apabila Calon Anggeta BPD terpilih mengundurkan diri atau meninggq! dunia sebelum

pelantikan, digantikan oleh Calon Anggota BPD yang memperoleh !suara terbanyak

berikutnya dari Dusun yang bersangkutan.
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BAB VI
PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH
Pasal 15
(1) Anggota BPD dipilih dari calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ; :
(2) Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilfaksanakan oleh
penduduk desa yang mempunyai hak pilih. '

Pasal 16
Pemilihan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihadiri oleh
pemilih, Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih. '

Pasal 17
Pemilihan Calon Anggota BPD dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat
tanda (nomor dan nama calon) atau dengan tanda lainnya yang berhak dipilih.

Pasal 18
Anggota BPD dan Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih dan ca{on yang berhak
dipilih dalam pemilihan Calon Anggota BPD tetap mempunyai hak untuk menggunakan
hak pilihnya.
Pasal 19
(1) Pemilihan Calon Anggota BPD dilaksanakan secara Iangsung,? umum, bebas,
rahasia., jujur dan adil oleh penduduk desa yang telah memerjuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ; |
(2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara yang berhak dipilih dalam
bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
(3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada satu orang célon yang berhak
dipilih ; |
(4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasian, tidak dapat
diwakilkan oleh siapapun dan dengan cara apapun.

Pasal 20 .
Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan meng,'ea:iiz—.lkanE :
a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama Calon Anggota B:PD yang berhak
dipilih sesuai penetapan BPD ; '
b. Surat suara yang memuat tanda (nomor dan nama calon) atau dengan tanda lainnya
dari calon yang berhak dipilih harus ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan,
sebagai tanda surat suara yang sah; |
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Sebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan keﬁutuhan berikut
kuncinya ; '

Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suzra ;

Alat pencoblos di dalam bilik suara ;

Papan tulis untuk menghitung suara.

BAB VII
KAMPANYE CALON ANGGOTA BPD

Pasal 21
Kampanye dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari, dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum palaksanaan pemungutan suara ;
Tata tertib yang memuat bentuk, tata cara dan teknis peiaksanaar@‘l, larangan dan
sanksi dalam pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilirian berdasarkan
hasil kesepakatan para Calon Anggota BPD yang dituangkan dalam Berita Acara.

BAB Vill

SAKSI

Pasal 22 _
Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara, para Calc@n Anggota BPD
mengajukan daftar nama-nama saksi kepada Panitia Pemilihan ; |
Pengajuan saksi kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dim:aksucj pada ayat (1),
diajukan secara tertulis masing-masing Calon Anggota BPD, sebanyak 2 (dua) orang
setiap tempat penghitungan suara.

Pasal 23 .

Paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemungutan suara para :saksiisudah diberikan

penjelasan oleh Panitia Pemilihan mengenai tugas dan kewajibannya ;

Tugas dan kewajiban saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Mengikuti proses pelaksanaan pemilihan sampai dengan selesain;ya penghitungan
suara ; |

b. Menjaga kelancaran pelaksanaan pemilihan ;

¢. Menyatakan sah tidaknya surat suara ; :

d. Menandatangani Berita Acara dalam proses pemilihan Anggota BPD sesuai
dengan ketentuan.
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BAB IX
TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 24

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan

memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keada:an kosong serta

menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang

dibubuhi atau stempel Panitia Pemilihan.

(1)

(2)

(M

(2)

(4)

(9)

(1

(3)

Pasal 25
Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Panitia Pemilihan, melalui
pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir, setelah menyerahkan s;urat panggilan ;
Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti da}n apabila surat
suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat
suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 26
Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan ménggunakan alat
yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan
hak pilihnya ;
Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta ganti s;urat suara yang
baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan;
Penggantian surat suara yang keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali ; .
Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke d%:lam kotak yang
telah disediakan dalam keadaan terlipat. |

Pasal 27 ,
Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
a. Menjamin agar pesta demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib.
Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berﬁak dipilih harus
berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksangan pemungutan
suara ; '
Panitia Pemilihan harus menjaga agar setiap orang yang Eberhak memilih
memberikan satu suara dan menolak memberikan suara yang diwakilkan dengan
alasan apapun.
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BAB X
PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 28

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan melakukan

Penghitungan surat suara dihadapan para Calon Anggota BPD.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

Pasal 29
Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk
setelah saksi-saksi hadir ;
Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang
diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan
membaca nama calon yang berhak dipilih untuk mendapat suar&i tersebut serta
mencatatnya pada papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat
dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir ,
Pembacaan surat suara oleh Panitia Pemilihan dilakukan secara tegas dan jelas serta
ditunjukkan kepada saksi-saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih di
hadapan pemilih yang hadir. :

Pasal 30
Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ;
Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan ;
Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ;
Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih ;
Menentukan calon lain selain calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;

- P oo D

Mencoblos tidak tepat pada kotak yang memuat tanda (nomor c;!an nama calon)

atau dengan tanda lain yang disediakan.

Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diurnumkan kepada para

pemilih pada saat itu juga. E
Pasal 31 l

Calon Anggota BPD ditetapkan sebagai Anggota BPD berdasarkan urutan perolehan

suara terbanyak di masing-masing Dusun yang jumiahnya disesuaikan dengan

ketentuan ;

Apabila Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu)

orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan cahipn yang berhak

menjadi Anggota BPD, keputusannya diserahkan kepada Panitig Pemilihan dan

Calon Anggota BPD setelah dimusyawarahkan dengan BPD.
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Pasal 32

Hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan diumumkan :dan dibacakan
perolehan suara masing-masing Calon Anggota BPD dan dituangkgn dalam Berita
Acara Penghitungan Suara serta ditanda tangani bersama-sama derigan para Calon
Anggota BPD dan Saksi ;

Apabila terdapat Calon Anggota BPD dan atau saksi tidak rnau menandatangani
Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sepanjang pelaksanaannya
telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah
dimusyawarahkan dengan BPD, pemilihan Anggota BPD tetap diny?takan sah dan
dituangkan dalam Berita Acara ;

Calon Anggota BPD dan atau saksi-saksi yang tidak bersedia menandatangani Berita
Acara Penghitungan Suara, harus memberikan pernyataan secaraé tertulis dengan
alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. |

Pasal 33

Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak perlama sampai dengan

terbanyak berikutnya sesuai jumiah Anggota BPD yang dibuluhkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan sebagai calon terpilih.

(2)

(3)

(1

(2)

BAB Xl
PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 34
Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani
dan membacakan berita acara pemilihan ;
Laporan pelaksanaan pemilihan anggota BPD dan berita cara pemilihan disampaikan
cleh Panitia Pemilihan kepada BPD ;
Berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksuid pada ayat (2)
BPD menetapkan Calon Anggota BPD dengan keputusan BPD. |

BAB XlI
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 35
Calon Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 oleh BPD
disampaikan kepada Kepala Daerah untuk diresmikan dengan menerbitkan
Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Anggota BPD ; _
Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bérlaku sejak saat
ditetapkan ; |
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Sebelum melaksanakan tugas, Anggota BPD mengucapkan sumpah}’janji dihadapan
dan dilantik oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ; |

Susunan kata-kata sumpah/janji adalah sebagai berikut : .

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya ékan memenuhi
kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejuiur—jujurnya dan
seadil-adiinya ; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan
mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; Dan bahwa saya akan
menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi
Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 36 _
Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Anggota BPD dilaksanakan dengan
susunan acara sebagai berikut : :
a. Pembacaan Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang r.?iitunjuk tentang
Pengesahan Anggota BPD terpilih ;
b. Pengambilan Sumpah / Janji oleh Kepala Daerah Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk ;
c. Penanda tanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janiji ;
d. Kata-kata Pelantikan :
e. Penanda tangan Berita Acara Serah terima BPD lama kepada BF’iD baru ;
f. Sambutan Kepala Daerah atau yang Pejabat yang ditunjuk ; |
g. Doa. ;
Pelantikan Anggota BPD diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Desa dalam suatu
Upacara yang dihadiri oleh Anggota BPD, Aparatur Pemerintah Desa, RT/RW, Tokoh
Masyarakat, Panitia, Unsur Pemerintah Daerah dan lain-lain sesuai ke;;.butuhan :
Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu dapat menyelenggaraléan pengambilan
Sumpah/Janji dan Pelantikan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2), di tempat
lain, yaitu Pusat Pemerintahan Kabupaten atau di Kecamatan.

BAB Xl
BIAYA PEMILIHAN ANGGOTA BPD
Pasal 37 |
Besamya biaya pemilihan Anggota BPD ditetapkan oleh BPD atfas usul Panitia
Pemilihan ;
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(2) Biaya pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disesuaikan dengfan kemampuan
Keuangan Daerah ;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disesuaikan dengén kemampuan
Keuangan Desa ; '
c. Bantuan masyarakat Desa yang tidak bersifat mengikat.
(3) Biaya pemilihan Anggota BPD dipergunakan untuk :
Biaya administrasi ;
Biaya penyaringan dan penjaringan ;
Biaya kelengkapan penyelenggaraan pemungutan suara ;
Biaya rapat-rapat, konsumsi dan Panitia Pemilihan ;
Biaya petugas ;
Biaya konsultasi dan lain-lain.

0o a0 T W

BAB XIV
KEANGGOTAAN, KEPENGURUSAN
DAN MASA BAKTI
Keanggotaan
Pasal 38
(1) Jumlah Anggota BPD ditetapkan berjumiah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang dan
paling banyak 13 (tiga belas) orang anggota ;
(2) Jumiah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan
jumlah penduduk ; |
(3) Keanggotan BPD tidak mewakili, golongan, profesi dan kepartaian tetépi sebagai wakil
masyarakat dalam lingkup kerja Desa setempat. |

Kepengurusan
Pasal 39
(1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua ; ,
(2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyakng(a 2 (dua) orang
sesuai dengan jumlah Anggota BPD ;
(3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota BPD
secara langsung dalam rapat pemilihan Pimpinan BPD yang diadakan secara khusus;
(4) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua
dibantu oleh anggota termuda.
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Pasal 40 ,
(1) Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat EPD :
(2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris BPD
dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Kepala Desa atas
persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.

Pasal 41
Pimpinan BPD mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua
serta mengumumkan pada Rapat Paripurna ;
b. Memimpin Rapat Panitia Musyawarah dalam menetapkan acera Répat BPD serta
pelaksanaannya ;
c. Memimpin Rapat dengan menjaga agar Peraturan Tata Tertib dilaksanakan dengan
seksama, memberi ijin berbicara dan menjaga pembicara dapat menyampaikan
pandangan tanpa terganggu ; |
Menyampaikan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya ;
Melaksanakan keputusan-keputusan rapat ;
Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan :

@ = 0o o

Memberikan persetujuan kepada Kepala Desa dalam pengangkatan EF’erangkat Desa
dan Sekretaris BPD.

Pasal 42
Untuk meningkatkan efektifitas kerja Anggota BPD dalam pelaksanaan kerjanya dapat
dibagi dalam beberapa kelompok bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan

kondisi desa yang bersangkutan.

Masa Bakti
Pasal 43 ,
Masa bakti keanggotaan BPD selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pe[antik?an.

BAB XV
KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI BPD
Pasal 44
(1) BPD sebagai Badan Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksé:«znaan Peraturan
Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusa!h Kepala Desa
berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintah Desa ;
(2) Berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintah Des%a sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam arti : |
a. BPD bukan merupakan bagian dari Pemerintah Desa ;
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c. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
Pengawasan dimaksud bukan bersifat teknis administratif ;

d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Kepala Desa atau
pihak lain yang berwenang untuk kemudian hasilnya diinforrﬁasikan kepada
masyarakat. |

Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), djtetapkan dalam

Peraturan Tata Tertib BPD. |

BAB XVI
KEWAJIBAN, HAK BPD DAN HAK ANGGOTA BFD
Pasal 47

BPD mempunyai kewajiban :

a.

(1)

(2)

(3)

Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
serta memelihara keutuhan dan stabilitas desa ;
Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta rﬁnentaati segala
peraturan perundang-undangan ;
Memelihara ketenangan,  ketentraman, kerukunan dan keutuhfan masyarakat
desanya ; |
Membina kehidupan Demokrasi di tingkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Desa ;
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
Memperhatikan, menampung dan menyaturkan aspirasi masyarakat ; |
Mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, kelzompok. maupun
golongan. |
Pasal 48
BPD mempunyai hak :
a. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Kepala Desa ;
b. Mengajukan pernyataan pendapat ;
c. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
d. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa ;
e. Mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa ;
Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD. .
BPD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta Lembaga H:Lemasyarakatan,

=~

warga masyarakat atau pihak fain untuk memberi keterangan tentang sesuatu hal demi
kepentingan pemerintahan dan pembangunan desa ; ;
Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diiatur dalam Tata
Tertib BPD. |
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BAB XVII
LARANGAN ANGGOTA BPD
Pasal 49

{ 1) Anggota BPD dilarang :

2

@3

a.

Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan pelaksanaan tugasi, yang menjadi
kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintéh, Pemerintah
Daerah dan Masyarakat Desa ;

Merangkap jabatan dalam Pemerintah Desa ;

Secara langsung dan tidak langsung menerima hadiah atau pemberian dari
seseorang dengan maksud tertentu atau imbalan yang mengikat ;

Mengadakan persekutuan dengan Kepala Desa dalam menentukan kebijakan
untuk kepentingan pribadi ;

Melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain ; .

Melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan priibadi, kelompok,
atau golongan ;

Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keu-wtungjan bagi dirinya,
anggota keluarganya dan golongan tertentu yang secara nyata-nyata merugikan
kepentingan umum ;

Menyampaikan pendapat pribadi atau golongan yang mengatas n:amakan BPD di
luar Rapat BPD ; f

Tidak mengahdiri Rapat BPD lebih dari 3 (tiga) kali berturuf-turut dengan alasan
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pelanggaran yang dilakukan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

maka Anggota BPD diberikan tegoran atau peringatan tertulis oleh Pimpinan BPD

dalam rangka memperbaiki kinerjanya ;

Tegoran atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling

banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 (tiga pu[uh) hari.

Pasal 50 ' |

Pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban, hak BPD dan Iaranga:n Anggota BPD
dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB XVl
MEKANISME RAPAT BPD
Pasal 51

(1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun ;

(2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua BPD ;
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Dalam hal Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh salah :seoraiing Wakil Ketua
atau Anggota yang ditunjuk ; |

Rapat BPD dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari
jumiah Anggota BPD vang ada ;

Dalam setiap pengambilan Keputusan BPD wajib mengupayakan terjaganya nilai-nilai
demokrasi berdasarkan musyawarah dan mufakat ;

Apabila dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), tidak
tercapai kata sepakat, maka pengambilan keputusan dilakukan mei!alui voting dan
disetujui oleh paling sedikit lebih dari ¥z (setengah) jumiah anggota yaﬁng hadir ;
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ay@t (6) ditetapkan
dalam Peraturan Tata Tertib BPD. |

BAB XIX
PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 52
Peraturan Tata Tertio BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi antara
lain :
a. Kedudukan , tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan hak BPD ;
Keanggotaan, kepengurusan dan masa bakti BPD ;
Tugas pimpinan BPD ; .
Larangan Anggota BPD ; |
Sanksi, Pemberhentian, Penggantian Pimpinan dan Keanggctaan BPD
Alat kelengkapan BPD ;
Persidangan dan Rapat-rapat BPD ;
Mekanisme pengambilan keputusan ;
i. Sekretariat BPD ;
j. Pembiayaan,

T e =~ o a0 o

Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat {.f»?), disampaikan
kepada Kepala Daerah melalui Camat. ’

BAB XX
PEMBERHENTIAN, MASA KEANGGOTAAN DAN
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD
Pasal 53
Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru telah
ditetapkan peresmiannya ;
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Anggota BPD diberhentikan karena :

Meninggal dunia ;

Mangajukan berhenti atas permintan sendiri secara tertulis :
Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah / janji
Telah ditetapkan atau dilantik Anggota BPD yang baru ; i
Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Paéai 7;

-~ ® a0 o

Dinyatakan bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang tef.*lah mempunyai
kekuatan hukum fetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman
hukuman penjara ; |
g. Diusulkan berhenti oleh pemilihnya dari Dusun yang bersangkutan ;
h. Melanggar larangan-larangan Anggota BPD.
Usulan pemberhentian Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dlmaksud pada
ayat (2) huruf c, e, g dan h dilakukan setelah melalui peringatan tertuils I, 1l dan Il
dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari ;
Apabila pemberian peringatan ketiga, tenggang waktunya telah habis tetap tidak
diindahkan, maka Pimpinan BPD dengan keputusan BPD melall|.|i forum rapat
mengusulkan pemberhentian Pimpinan dan Anggota BPD kepada Kepala Daerah
melalui Camat untuk disahkan pemberhentiannya oleh Kepala Daerah,:i

Pasal 54
Anggota BPD diberhentikan antar waktu karena diusulkan oleh pt=milthnya dari Dusun
yang bersangkutan : :
a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau ber:halangan tetap

sebagai Anggota BPD ; !
b. Melanggar larangan Anggota BPD sebagaimana diatur dalam PasaEi 49
Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
dilakukan penyelidikan, verifikasi atas pengaduan masyarakat atau pemilihnya ;
Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dil!akukan melalui
Rapat Dusun dari Anggota BPD yang bersangkutan dan ditetapkan dalllam Keputusan
BPD ;
Pemberhentian Anggota BPD yang telah memenuhi ketentuanl sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui
Camat untuk diresmikan. |

Pasal 55

Anggota BPD berhenti antar waktu sebagai anggota, apabila yang‘ bersangkutan
diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya ;
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Anggota BPD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud padeEl ayat (1) diganti
oleh calon yang diambilkan dari kelanjutan daftar urutan perolehan suara pada saat
pemitihan Anggota BPD ;

Apabila dalam penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada atau tidak
bersedia, maka penggantian antar waktu Anggota BPD dilakukan dengan
mengadakan rapat Anggota BPD untuk menentukan Anggota BPD baru yang berasal
dari Dusun yang bersangkutan setelah diadakan rapat Dusun; |

Anggota pengganti antar waktu menyelesaikan masa kerja anggota ya'ng digantinya ;

Tata Cara penggantian antar wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur
lebih lanjut dengan Tata Tertib BPD. '

BAB XXI
KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 56 .
Anggota BPD dapat menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangén Desa ;
Tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d[tetapkan setiap
tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 57 !
Untuk keperluan kegiatan BPD dan Sekretariat BPD disediakan biayai sesuai dengan
kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD ;
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XXII ‘
PEMBIAYAAN KEGIATAN BPD |
Pasal 58 |
Untuk keperiuan kegiatan BPD, disediakan biaya sesuai dengan kemampuan
keuangan desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD ; E
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun daiam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.
BAB XXiil
PEMBINAAN
Pasal 59
Kepala Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadep penyelenggaraan
Pemerintahan Desa termasuk didalamnya, pelaksanaan tugas, fun%;si, wewenang

dan kewajiban BPD serta proses Pemberhentian dan Pemilihan Angg{)ta BPD;
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(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam arti mesfmfas{iitasi yaitu
memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi; sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku :

(3) Kepala Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangan dirnaksuﬁ pada ayat (1)
kepada Perangkat Daerah ;

(4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkewaji&;an melaporkan
pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kepala Daer;ah.

|

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 60
(1) Anggota BPD yang diangkat dan ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini
ditetapkan, masa baktinya tetap berdasarkan pada peraturan pernigangkatannya;
(2) Segala ketentuan yang mengatur mengenai BPD dan Peraturan Tata Tertib BPD
disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 61
Seluruh petunjuk atau pedoman yang ada atau yang akan diadakan oleh Pemerintah
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetaﬁ; berlaku.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62 :
Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaien Probolinggo
Nomor 7 Tahun 2000 dinyatakan dicabut dan tidak tidak berlaku lagi.

Pasal 63
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini s;eparq:jang mengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 64

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan | pengundangan
peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 31 Oktober 2003

/A./ BUPATI PROBOLINGGO

Drs. H. HASAN AMINUDDIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolingge Tahun 2003

Tanggal 1 Nopember Nomor 1 Seri D . !
f -

SEKRETARIS UAERAHbf’
/

H. MUHADI SUYOND, SH. M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 510 040,416




23

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 31 Oktober 2003

BUPATI PROBOLINGGO

Drs. H.-AASAN AMINUDDI

suathe i o

e e G
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan ‘pengundangan
peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Padatanggal 31 Oktober 2003

BUPATI PROBOLINGGO

- ;
Drs. H. HKSAN AMINUDDIN
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 08 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

l.  PENJELASAN UMUM
Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa se%cara efektif dan
efisien sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomori‘re Tahun 2001
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandangi perlu mengatur
tentang Badan Perwakilan Desa dengan menuangkan dalam Peraturan Daerelih.
Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :
Pasal 1 hurufas/d g :  Cukup jelas ;
Huruf h : lstilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial
budaya masyarakat sstempat misaflnya : Kampung,
Nagari dan Marga. Yang dimaksud dengan asal
usul adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 Undang-undang Dasar | 1945 dan

penjelasannya.
huruf isfdn ;. Cukup jelas.
huruf o . Yang dimaksud dengan pemuka masyarakat

adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita,
tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat
lainnya ;

Tokoh yang dimaksud adalah Pimpinan / Pengurus
Organisasi yang bersangkutan.

huruf p s/d x . Cukup jelas.
Pasal 2 s/d 4 . Cukup jelas.
Pasal 5 ayat (1) . Yang dimaksud berhalangan adalah pindah tempat

tinggal, mengundurkan diri, melaksanakan ibadah
Haiji, meninggal dunia dan sakit.
ayat (2) :  Cukup jelas.
Pasal 6 huruf a :  Yang dimaksud pendaftar secara sah adalah
terdaftar dalam buku induk Penduduk Desa yang

bersangkutan,
huruf b s/d d > Cukup jelas. .
Pasal 7 ayat (1) hurufas/de : Cukup jelas.
huruf f :  Yang dimaksud memenuhi syar:élt adalah telah

melengkapi bukti persyaratan administrasi



hurufg s/d n
ayat 2

Pasal 8 s/d 10
Pasal 11 ayat (1)
ayat (2)

Pasal 12 s/d 20
Pasal 21 ayat (1)
ayat (2)

Pasal 22 s/d 29
Pasal 30 ayat (1) huruf a
Huruf b

Huruf c s/d f
Pasal 31
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Cukup jelas. |
Yang dimaksud dengan pejabat ffang berwenang
adalah :

a. Gubemur bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah
pada Pemerintah Propinsi ; '

b. Bupati/Walikota bagi Pegaw?i Negeri Sipil
Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota ;

c. Kepala Kantor Wilayah Pmpinéi bagi Pegawai
Negeri Sipil Pusat pada Instansi Vertikal ;

d.Sekretars  Jenderal Depaﬁemen atau
pejabat yang ditunjuk bagi Pi_egawai Negeri
Sipil Pusat pada Depaqjtemen yang
bersangkutan.

Khusus bagi Anggota TNI/POLRI, sesuai
dengan ketentuan dilingkungan instansi
induknya. |

Cukup jelas. I

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan waktu yang cukup adalah

sesuai dengan kondisi setempat yang disetujui

atau ditetapkan oleh Panitia Pemilinan

Cukup jelas.

Cukup jelas.

- Dalam menetapkan Tata te:%tib dilengkapi
dengan Berita Acara Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kampanye ; _

- Bentuk-bentuk Kampanye d;apat berupa
pidato/ceramah, pawai, pemaséngan pamflet,
gambar, dll. ;

- Pidato/ceramah berisi penyaméaian program
yang akan dilaksanakan apabila terpilih
sebagai anggota BPD.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan! berhalangan,

maka tanda tangan dapat dilakukan oleh Wakil
Ketua atas dasar musyawarah dalam Panitia
Pemilihan.

Cukup jelas. :
Cukup jelas. |



Pasal 32 ayat (1) sid (2)
ayat 3

Pasal 33 s/d 34
Pasal 35 s/d 53

Pasal 54 ayat (1) huruf a.

huruf b

ayat 2 s/d 4
Pasal 55 s/d 64
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Cukup jelas. .
Yang dimaksud dengan pernyaiaa!n secara tertulis
adalah dibuat pada saa itu juga (hai-i pelaksanaan)
Cukup jelas.

Cukup jelas. |

Cukup jelas. :

Yang dimaksud dengan tidak dapa’:: melaksanakan
tugas secara berkelanjutan atau beirhalangan tetap
adalah menderita sakit yang menéakibatkan baik
fisik maupun mental tidak belfungs.:i secara normal
yang dibuktikan dengan surat ketferangan dokter
yang berwenang dan/atau tiii,iak diketahui
keberadaannya, atau tidak hadir daflam rapat-rapat
tanpa keterangan apapun seiamaé 3 (tiga) bulan
berturut-turut. :
Cukup jelas.
Cukup jelas.




